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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah

yang dapat dinilai dengan uang, rIu dikelola dalam pengelolaan

keuangan daerah. Penge ah,_sebagai mana dimaksudkan

merupakan sub sis /—t“‘ "‘Lu- P uH.n‘-l -..: Negara dan merupakan
/ P“KAS S‘ﬁq A 0

o \\d‘l ;/ / =

L"’ rapatan da
eba 'ﬁ%ﬁ_ﬁf '\._,.;:

elemen poko

Pusat dan Pemerintah Daerah,
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari: (1) Pajak daerah; (2)
Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan; dan (4) Lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Guna pencapaian pelayanan dan
pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus

secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya



sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor pelayanan persampahan. Dengan
pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan

berdasarkan prinsip demokr

igtaan dan keadilan, peran serta masyarakat

dimana-mana apalagi

jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan

tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.
Berdasarkan letak wilayahnya, Makassar berpotensi sebagai kota bisnis

dan perdagangan. Makassar juga merupakan salah satu tujuan kota wisata dan

pendidikan di Indonesia bagian timur, sehingga banyak orang datang untuk



bersekolah dan mencari pekerjaan di kota ini. Kota Makassar semakin padat dan
ramai sehingga kebutuhan masyarakat pun semakin banyak dan karena kegiatan
manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut
tidak dapat dihindari, namun yang dapat dilakukan adalah mengurangi

pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan

kepedulian masyarakat terhadap ling gar tidak mencemari lingkungan.
Lingkungan hidup r'/ )

konsisten oleh semua pe
diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah. Status Kota Makassar sebagai kota metropolitan
yang tidak hanya di kawasan Indonesia bagian timur saja, tetapi juga di kawasan
Indonesia keseluruhan mendorong terjadinya arus mobilisasi penduduk ke Kota

Makassar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kota Makassar bertambah dari



tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang
dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah, maka sampah yang
dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu
daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan
penduduk ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pengendalian sampah. /\

Kota Makassar mef, Jaerah yang berada di Provinsi
/-ﬂp MUH% lpy\m . Oleh karena itu,
**».P uebaia: P ,\;h

\\\d‘hﬁy /
Q@ rintal N"'

Sulawesi Selatan

PERDA) untuk

2011, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pada
Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa tempat umum lainnya adalah tempat yang
dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan



Walikota kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah untuk mengelola persampahan di wilayah Kota Makassar. Tujuan utama
dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas

dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih

meningkatkan pendapatan asI| dadkah dari sektor retribusi pelayanan
persampahan/kebersiha £l \ iemberikan pengaruh dalam
meningkatnya /1 ;5 MUH;'Q ;ﬁ-\ ah. Retribusi sampah
sebagai s /‘éfb IE.KASS' f,:

3 .:& \& ﬁ) “lr' Y esuTnber Zari
{/é? g \\\\u“hhf# " \ an dan
S |

an | 31% l.;y“_%, & "u ajak dan

.-l“'

Berdasarkan latar belakaiig-ciatas,-maka dapat di rumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penarikan retribusi  pelayanan

persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Mengetahui penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di

Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui fakt ang mempengaruhi penarikan retribusi
pelayanan persampahafi/i \ appocini Kota Makassar.
D. Manfaat Pe t/-‘P;S MUHAM

A\
as .&@%QQP.KASSJQ ,sz?\* atau kegunaan

tikal s

i@\\\d‘hﬁf/é

VAN A

- [ |
S S P .
b) S0k ﬁ,.: 0 ". Ol ‘?cﬂ: grakd E.l' an penelltlan

itu dasar dan acuan
pertimbanga saha meningkatkan
pelaksanan peraturan daerah dalam meningkatkan retribusi daerah

(pendapatan asli daerah).
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik adalah apapun

pilihan pemerintah untuk melakuk

ak melakukan (public policy is

whatever governments che@se Sonsep tersebut sangat luas karena
ML qu

kebijakan publik F/.r:
samping '/{0‘“ &\\KASS ‘ﬂﬁ)@ lenghadapi suatu

-‘\ﬁa oliie «! art jlenjadi
5 . : -,-_:. l\\l\‘l‘:&g‘g //Af adi dua
: pijakan ™08 LL& DENTUK  peratUrdRSpETa 0
A \‘T? i ‘:%- ar aturan yang tidak

oleh pemerintah di

yang mempunyai maksud atau
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok
aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang
diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya
dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang

membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara



beberapa alternatif yang ada. Di masa-masa awal teori-teori administrasi publik
ini diikuti dengan paradigma when politics and administration begin (1900-1926).
Tidak dipungkiri ini adalah ide yang paling ideal tentang kebijakan publik karena
kebijakan publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dan penguasa akan hal-

hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah

istilah yang diikonkan oleh Roussez iaI Prancis yang sezaman dengan

Montesquieu sebagai the,s aciples of political rights Rousseau
dalam Nugroho @P;S MUHA \

& W

ersebut. Pemerintah dapat juga
melakukan distribusi aneka macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan
pelayanan materi terhadap anggota masyarakat. Selain itu public policy dapat pula
menangani aneka bidag cakupan substantif, seperti petahanan keamanan,

lingkungan, masalah-masalah luar negeri dan lain-lain. Public Policy dapat juga



mengatur masalah-maslah yang vital sampai dengan masalah-masalah yang
kurang penting (trival).
2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses

kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Udoji dalam Mustari (2013:

127), dengan tegas mengatation of policies is as important if

not more important thap*pe as, Will remain dreams or blue
/i-ﬁ Muu..q\

..q 4,

p}KAS S

kebijakan guna meraih dampak-atau-tUjuaii-yang ginkan. Jadi implementasi itu
merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai
tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi,
pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah

kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi



10

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan
dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sebagaiman diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua
pilihan untuk mengimplementasikannya, vyaitu dengan cara langsung

mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi

kebijakan derivat atau turuna
karena itu, |mple i- ah dijelaskan oleh Nugroho
merupakan dua pikih. ~-f’ q,. MUH/&;»\ engimplementasi dalam
bentuk progié i \--K Sﬁ.q 4’ ,

/i)
/‘E.' ,:_T. .‘\\\d hhj/

"lu‘ ui =‘J;’ Wl’

.-l“'

ntersebut (Nugroho, 2003: 158). Oleh

dan slogan-slogan yang kedengaiannya-mengenakan bagi telinga para pemimpin
dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit bagi untuk
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk
mereka anggap klien. (Bardach dalam Agustino, 2012: 138).

Menurut Wahab dalam Mustari  (2013: 127), implementasi adalah

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat,
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atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Salusu dalam Mustari (2013: 129), menjelaskan bahwa implementasi merupakan
seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun satu keputusan. Suatu keputusan

selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian

sasaran tersebut, diperlukan serangkKaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa

implementasi adalah ope "/ e(hagai aktivitas guna mencapai

claksanakan

ang sudah
b)
kebijakan yang aatan sumber daya manusia,
biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk
keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Meter dan Horn
dalam Agustino, 2006: 142). Sumber daya manusia sangat penting karena

sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk

kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.
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Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan
kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber
daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan
melaksanakan kebijakan.
Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi

pelaksana kebijakan«t \-h arena kinerja implementasi
kebijakan pub /‘ipﬁ Mu“nn“ﬂd‘\ eh ciri-ciri yang tepat
serta 4€g ?‘KAS 4) \ anya. Menurut

YW <, G
v s Nl o %3

“ .

AN s ST o
-

Fre
lG.T'? an-nte baI’SOI’lO,
) b

s,
aYalah

Keberhasilan kebljakan bisa dili{:

anyangkut persoalan
struktur-struktur
administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih
mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut,
maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan

sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
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e) Sikap para pelaksana
Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn
dalam Subarsono, 2006: 101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas

dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap

disiplin. Hal tersebut dilakuka apat mempengaruhi keberhasilan

berkaitan dengan berbagair~kegiate ng-—diarahkan untuk merealisasikan
program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir.
Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya,
unitunit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan
interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat

diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.
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Implementasi sebagai proses hubungan antar organisasi (implementation
as interorganization relationship). Sebagaimana dijelaskan bahwa untuk
mempermudah implementasi kebijakan diperlukan adanya garis hubungan antar
organisasi sebagai cara atau sarana. Selanjutnya dikemukakan dengan adanya

struktur organisasi, maka kesempatan keberhasilan dalam mengimplementasikan

kebijakan akan menjadi bertambah Ot j joy dalam Winarno (2012: 25).

perilaku semua pihak

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Banyak model dan proses
implementasi kebijakan yang dapat digunakan.

Wibowo dalam Nugroho (2012: 690), mengemukakan tiga buah model
implementasi kebijakan yaitu:

a) Model Van Meter dan Van Horn
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Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.
Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi
kebijakan publik adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi

anatarorganisasi; 2) karakteristik agen pelaksana/implementor; 3) kondisi

ekonomi, sosial, dan pefitik; 3) kecenderungan  (disposition)

pelaksana/impleme

Model Mazmanian dan Sabatier

Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu: 1)
karakteristik masalah; 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam
berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan; dan 3)

faktor-faktor di luar peraturan.
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Kesuksesan implementasi kebijakan yaitu dimana antara implementasi dan
kebijakan harus disusun suatu kolerasi yang jelas sehingga konsekuensi yang
diinginkan pun jelas. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan
implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan

dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi kebijakan tersebut akan

gagal. /\
3. Faktor-faktor Yang Meti eftasi

7 n.S MUH4

a. Faktor Pendukeii) -iﬁp‘q
oo
el @50z

A A@ * 1<}

Untuk pela
memadai;
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal;

5) Hubungan saling ketergantungan kecil;
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6) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnnya;

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan

10) Pihak-pihak yang memiliki g
mendapatkan kepat -..-/

Kebijakan DS MUHK.[J% alewhanya ditujukan dan

dilaksana /Qj;.% PK”AS1S4 4) ﬂ.} an dan harus

/"5' N “ ) 7L

2\ ?r,% e ¥

AR S (5 7

-

enang kekuasaan dapat menuntut dan

ditetapkan;

4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu
lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan.
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Berdasarkan teori di atas, bahwa faktor pendukug implementasi kebijakan
harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat
mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan, maka sebuah implementasi kebijakan
akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan
yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya

Lain halnya ment jalam Subarsono (2011: 90-92)
berpandangan bah G fmﬁ MUH-Q li‘\ i

2)

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
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implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif;

4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating

Procedure (SOP) dan fragmentési

i

truktur organisasi yang terlalu panjang

aan.menimbulkan red-tape, yakni

Stlka v

1.';3@ nelal
-~ oy

N

etl)d

5)
6)

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pokok
permasalahan penelitian ini maka, implementasi kebijakan retrribusi pelayanan
persampahan sudah memiliki kebijakan turunan berupa Peraturan Daerah Nomor
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di

Kota Makassar.
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b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan
mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:
1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,

maksudnya apa yang m

idak cukup terperinci, sarana-sarana dan

S
f"qv“\\ ° 5

i1 Q@
$ ﬁjﬁ‘ \0 P$
untuk dapat memainka

2)

a'pemegang peran

yang terlib atau sangat berkaitan

Amm‘:’
ini justru tidak ada,
misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3) Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan

tersebut.
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4) Pembagian potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para
pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan
diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi
masalah-masalah apabila pembagian
wewenang dan tangg -' 'kan dengan pembagian tugas
i /{ & MUK,

2", . KAS!
\g W5

. S \\\\d‘"ﬁf/

,__:,%, ;ﬂF{J ; ; akan salah satu

pelaksanaan dapat menlmb Gl

dan sesuai dengan aspira an menurut Siahaan (2005: 6),
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah

kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi
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atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan
oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab | Pasal 1 angka 64 menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan r

h adalah pungutan Daerah sebagai

berkepentingan atau karenaja

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi
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daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Secara spesifik, Ilyas dan Burton (2001; 6), menjelaskan bahwa terdapat 4
(empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi yaitu:
a) Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang;

b) Sifat pungutannya dapat dipaksaka

c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
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d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip  komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta; dan

e) Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pe A apgaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan dan pem? aan sumber daya alam, barang,

retribusi,

mengenyam jasa-jasa yang

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan
oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat
dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang meneurut

pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu
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tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan
Perizinan Tertentu. (Darwin, 2010: 166). Penggolongan jenis retribusi ini
dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran
dalam penetapan tarif retribusi yang di tentukan. Penetapan jenis retribusi dalam

tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam

Objek retribusi jasa u

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (UU No. 28 Th 2009).

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi
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Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f)
Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h)

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta; (j) Retribusi Pe an atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi
Pengolahan Limbah Cair(1) ol

Lab era/Tera Ulang; (m) Retribusi
Pelayanan P F;ﬁ' bAulSJH'a‘ @ elekomunikasi.
V7 @2 «DKRASS

R

;:I'...;%}}g;‘!!?tfé

it LU VIO T

N3

Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang diatur dalam

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat

Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f)
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Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong
Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentt

adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam ;-/ \ gpada orang pribadi atau badan
_ /ﬂ:r'v" S MUK~ \. ;

s i "‘%

= \\dlhhf/

-rf'.-| "'—&EL.,P ih r.lj’

Jenis-jenis retrib ebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c)

Retribusi 1zin Gangguan; (d) Retribusi lzin Trayek; (e) Retribusi I1zin Usaha

Perikanan.
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C. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1
pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam retribusi jasa umum yang
dimana retribusi jasa umum iyalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orarig bribadi atau badan.

1. Objek dan subjek retgi

2. Wajib retribusi pelayana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab Il Pasal 5, yang
dimaksud dengan wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk

pemungutan atau pemotongan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
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3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab Il Pasal 9
Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan,
pengakutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan

sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri dan perdagangan.

4. Sanksi administratif .- entuan  pidana  retribusi  pelayanan

persampahan/ke
| qb,?"‘:gﬂd Bia
&\b '- m. 4) --

- rl':' \\\d‘hh{f /
Z

an-darT- 1S

L

ditagih

11 tahun

diarahkan kepa dan efesien. Kajian
kebijakan retribusi kebersihan oleh pemerintah kota Makassar adalah telah
terhadap ketetapan yang dibuat, pelaksanaan ketetapan itu serta aspek-aspek yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan ketetapan pemerintah kota Makassar

dalam kaitanya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Tujuan kebijakan

menetapkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah salah satu
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sebagai upaya untuk meningkatkan kebersihan di kota Makassar  dan
meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah kota Makassar). Keberhasilan
pelaksanaan kebijakan ini sangat terkait dengan beberapa hal seperti bagaimana
cara pelaksanaan kebijakan itu, serta faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan tersebut.

Menurut Edward 11 11: 90-92), berpandangan bahwa
beI, yaitu: fakor sumber

implementasi kebijakan, e}

daya, sruku
j .

isi. Untuk lebih

l’ Jf“&‘ya.'f \nﬂ ‘l aktor-faktor ya_?g
Ind t'% *r..h‘ fgﬂ'ﬂl pu
% ¢ i\ N_»

TN WA R

e N

Efektifnya Implementasi Kebijakan
retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan di Kec.
Rappocini Kota Makssar

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
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E. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus dalam
penelitian ini adalah:
1. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di

kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. [Faktor-faktor pendukung |mplementa5| kebijakan retribusi

pelayanan persampahati/

7
F. Definisi Fok
/2;‘-1-'

v‘i‘-'
Pelayanani| f.jf'«'.‘} Ah}-\ int::ﬂl_-! pengangkutan, dan

pembuangan serta puangan/pemusnahan sampah

rumah tangga, industri, dan perdagangan.

4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

5. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan

kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar khususnya dalam


http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
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penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan
Rappocini.

6. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah Kota Makassar untuk
memberikan  pertanggungjawaban, = menyajikan,  melaporkan  dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dalam penarikan retribusi

pelayanan persampahan/ erutama di Kecamatan Rappocini.

Partisipatif diartikan~Sgk

,.ﬁ{ms ML)

menjala g

o W TR,
8. _E:* o= N\;ﬁﬁ!&gﬁ [ '-ZL

“'3' | i~ ‘wf;‘-q alan pela Wu;‘r- efsa p'!_ﬁ" -
L \NSEE ‘cﬁf":“;’ & 4

] j '
';aq! R

9. 1her-daya merupal F"’.‘ pe ﬁ*ﬁrﬂ perpengar L ’T eberhasilan
staf, informasi,
10. us mengetahui apa

elaksanakan suatu

kebijakan.

11. Komunikasi dalam hal ini sangat diperlukan agar para pembuat keputusan
dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan.



12.

13.
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Disposisi yaitu sikap dari pelaksana kebijakan yang juga menjadi faktor
penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan sutu kebijakan. Jika
pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan
harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

Efektivitas implement arfungsi untuk mengukur sejauh mana
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung pada tanggal 03 April sampai 03 Juni 2017

dengan meneliti tentang implementasi kebijakan retribusi  pelayanan

persampahan/kebersihan d| Rappocini Kota Makassar peneliti

n| karena peneliti ingin
g etribusi pelayanan

?KAS "?,,4 st sehingga dari

.ﬂ-“‘. ." ‘“Nﬂ'
'i \%‘ A
'J ';I

menggunakan metode Kkl

mengidentlf L MUH#L

22
:So

persampahé

ehggunakan

N mendalam

mudah dijangkau karena dekat daerah domisili penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran
mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di

Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang terjadi secara obyektif, maka jenis
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penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang
mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses implementasi kebijakan
retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi

gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan

laporan atau dokume

digunakan dalam penelitian.
D. Informan Penelitian
Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja

memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan
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informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Nama

Jabatan Inisial
Informan

No.

Kepala Seksi pengeloaan

kebersman Kecamatan AH

1. Abdul Haris

Muh Dames

2l
f'ﬂ""‘_'?ﬁa?'

NAOX

8 ﬂ' D,SD,IM,SF, LN

Jumlah informan sebanyak 13 orang

E. Teknik Pengumpulan Data
Sebagaimana diketahui bahwa untuk memperoleh data yang relevan
dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:
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1. Observasi (pengamatan)
Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung
ke lapangan mengenai implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

2. Wawancara (interview)

Peneliti akan melakukan wawégfara langsung secara mendalam kepada

i ’/\ itian ini yaitu Kepala Seksi

/«uﬁ MUP“;\
“‘pKASM. :

$. o= \'\d‘hﬁf/
O ¢ ' % i“h:‘u' !1'

pegawai baik

un serta data-

Makassar.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data
yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam
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model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam

Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1.

Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti
di lapangan, maka jum an makin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu perlu see€ \m data melalui reduksi data.
d / p S MUH \ hal-hal  yang  pokok,

Qg'-’ \‘ @-;KAS ?1 ’..54,\ polanya dan

Mereduksi

Langkah

\
_ Draw \ Julan dan Verifikasi)
\_, $p,’. Sisdat athi™e i
I

verifikasi. K an masih bersifat sementara, dan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas
data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam

tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

sama dengan teknik yang-beibeda. m-hal ini data yang diperoleh dengan
wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga
teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-
beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap

benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
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Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar,

belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga

lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Kota Makassar, yang kadang dieja Mangkasar; dari 1971 hingga 1999

secara resmi dikenal sebagai Uijtlatpandang atau Ujung Pandang adalah

g
\\
arah selatan’ dan issaidal: O D18 q il @ /ahnltawasan Barat ke
A\ \
ilavah 25 : : / < ayah selatan

pembangunant
menetap di kota ini. Suku yang-sig A-jumlal i kota Makassar adalah
suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan
khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros,
Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang ljo, Sop Saudara dan Sop Konro. 46

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5
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derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara
di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah

perairan kurang lebih 100 Km?, dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih

1,25 juta jiwa. Jumlah kecamatan di’ KK ssar sebanyak 14 kecamatan dan

memiliki 143 kelurahan, 2 r-

berbatasan dengan-fa "f p o MUH.‘L&
“ u_,KAS S

\\d hhﬂ'/
TS S

ﬂ f:ﬂ ;_5--4

inerjanya diharapkan akan
lebih efektif dan efisien.

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota
Makassar, pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada hari Rabu
tanggal 07 Januari 1998 tindak lanjut dari persetujuan Mendagri nomor 138

/1242/PUOD tanggl 03 Mei 1996 berdasarkan Gubernur Sulwesi Selatan



43

538/VI1/1996 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996, dengan luas wilayah 9,23 km
yang berbatasan Sebelah Utara dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan
Manggala, Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten
Gowa, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa Sebelah

Barat Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan

Tamalate Dalam kurung Wa Kecamatan Rappocini telah di pimpin

oleh 8 ( delapan ) orang

masing-masing kelurahan ke-kecaimatan-beikisa m sampai dengan jarak 5-10

km yaitu :

Tabel 4.1 Pembagian Luas wilayah Kecamatan Rappocini

No. Kelurahan Luas wilayah (Km?)
1. Banta-Banteng 1.27
2. Balla Parang 0.59
3. Bonto Makkio 0.20
4. Buakana 0.77
5. Gunung Sari 2.31
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6. Karunrung 1.52
7. Kassi-Kassi 0.82
8. Mappala 0.50
9. Rappocini 0.36
10. Tidung 0.89
11. Minasa Upa 2,1
Luas keseluruhan 11.21

Sumber : Kecamatan Rappocini Tahun 2017

Dengan Jumlah Penduduk seki

dan Adapun lembaga — lembad: merintah dan swasta yang mendukung
kegiatan pemerinta j’/ 13 “H U I“f
Nls A4
2. Visi & ’/‘c'* ®P&ihﬁ H‘qzﬁ:fqo
. 2,
\\\,alu,,,«/
N

ar 190.539 Jiwa pada bulan Juli tahun 2016

l.j'; ul-:.( -u”

n.,. ‘ /M'lg‘m
P #

haruslah memiliki pemahaman bersama terhadap visi tersebut diatas yakni sebagai

berikut :

1. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Kecamatan Rappocini
memiliki standar pelayanan ISO 1900 : 2008 sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
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2. Sejahtera adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang
meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan serta
lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat
yang sejahtera.

3. Nyaman Untuk Semua adalah terwujudnya proses pembangunan yang

semakin mengurangi kesenjangati8lan melahirkan kemandirian secara stabil,
e . -

1O=menjamin kenyamanan bagi

.5 MUK \
perkembangar v P» n‘-l
W .S W KAS
A Nl S‘q"”
"3.." g \\Ei‘ 'E;/

."’*TPIV 5 5
‘ R l’th

v? - ‘%"
ani Heloyahariatah,

irasakan oleh seluruh

ki serta ditunjang

dengan semanga amaan,-tainggung-jawab ya imal dan proporsional.
Maka Misi Kecamatan Rappocini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan;

2. MeningkatkanPertumbuhan Ekonomi Masyarakat;

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat.
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c. Fungsi dan Tugas Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Kecamatan Rappocini

Adapun dalam menjalankan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan

seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini memiliki

fungsi dan tugas sebagai berikut :

a) Penyusunan rumusan kebijal

1. Indikator Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum vyaitu, jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam

melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Makasssar, Kecamatan
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Rappocini Kota Makassar. Selaku Rappocini berpatokan terhadap standarisasi
yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar
operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan
sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampabh,

pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah,

kemudian kegiatan pemilahan da

- oo

sejak dari pewadahan samig
dalam Peraturan /{Pﬁ"‘ MU‘H‘.

RN\

L al7A
alané

.
‘.“h

Kota N¥8es5se :-.ak
77NN »
st

akan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh
Kecamatan Rappocini Kota Makassarmenggunakan karcis berwarna kuning atau
disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah

melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan



48

berlaku per dua mingggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu

begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu.
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci

pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per

dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya

pemungutannya dilakukan bila terhadap pemukiman-pemukiman

N

| .I'q- G e fé‘\
:J ?"ﬁﬂﬁ?‘\ﬁ o
PY |

~\

-

2. | Sewa pipa | Rp. 5000 Per meter pipa
penyedotan limbah

tinja industry

3. | Pelayanan angkutan | Rp. 35.000 Per m? secara manual/

sampah rumah tngga bulan
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(door to door)

Pelayanan angkutan | Rp. 30.000 Per m? secara manual/
sampah komersial bulan
Pengangkutan Rp. 35.000 Per m? secara manual/alat

sampah luar biasa

berat

Pelayanan

angkutantan g 7 1

\\\

Per m? secara manual/

i::' “\."ﬁ-ﬁt—!ﬁﬁ 'Ff »

perdagangan

Pelayanan angkutan
sampah toko diluar
kawasan

perdagangan

Rp. 45.000

Per petak & satu
Lantai setiap

Bulan
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10. | Pelayanan angkutan | Rp. 60.000 Per petak & satu
sampah rumh dan Lantai setiap
took dalam kawasan Bulan
perdagangan

11. | Pelayanan angkutan | Rp. 150.000 Per (1) satu x

kontainer diatas 2s/d

Yo m3 secara

Manual perbulan

15.

Pelayanan angkutan
sampah penjual kaki

lima

A. Rp. 3.000
B. Rp. 10.000

C. Rp. 8.500

Perbulan
Per 2 minggu

Per minggu
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Sumber : Kec. Rappoconi Tahun 2017
a. Transparansi
Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep good governance
merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan

perbuatan hukum publik oleh badan atau pejawab adminsitrasi negara merupakan

bentuk perlindungan hukum bagi Dikatakan demikian, karena dalam hal
ini / \ suatu kebijakan atau keputusan

o \\d“lhf/
ita "%}i‘aﬂ“m i

b

retribusi persampahan dapa mungkin. Pengawasan dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan merupakan hal yang sangat
penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang
dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi persampahan bisa diatasi.

Melalui pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau

kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.
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Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kota Makassar
dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan
tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Keuangan dan
pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa staf pegawai Kelurahan yang

telah ditugaskan sebelumnya.
Dalam perihal ret persampahan pada kecamatan
i J[asparansi yang dilakukan oleh

Rappocini dapat ditemui=h :
etugas -45““”4\

petugas p \‘L LKAS

dilapangan/d Q; ﬁi&\ Q0 -4q "1?
W/ N

<.

M.

—

dan sudah men
bahwa berikut penuturan Kasi-pengelolaain-kebersihan dan pertamanan Rappocini
dalam menanggapi perihal trasparansi pengelolaan persampahan Kecamatan
Rappocini:
“Di perwali 32 ribu/kubik penarikan berdasarkan volume sampah ada
timbal baliknya di jemput sampahnya. Fokuda di adakan sesuai anggaran.
Dan hasil penarikan retribusi lansung diserahkan kepada dispenda dan

sudah sesuai dengan pelaporan yang berlaku. (hasil wawancara dengan AH
23 April 2017)
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Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahawa terkait dengan
retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Rappocini ini
sudah berjalan dengan transparan hal selanjutnya terkait dengan bagaimana
trasparansi retribusi pelayanan persampahan secara keuangan berikut pernyataan
bendahara penerimaanc kecamatan Rappocini kota makassar.

“Dinas Kebersihan sudah di uskan jadi seluruh kewenangan di serahan

sepenuhnya ke kee / \r. 950 jt, target 2016 tetapi yg

g \:1 AT MUH{[“’\ 1,4 M..Dan bicara
p,KA-EF S

@A\ oleh kec.
f ’ di 32 i
i \\\‘“I Mr/ Foa 32 ribu

n-rp.-...,.. b ayar dan
W5k

kebijakan yang telah dilakukan-elen kecaimatan Rappocini.sedangkan berangkat
dari pengertisn transparansi adalah sebagai perinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentagng
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaannta serta hasil yang telah dicapai
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan secara
kaidah teoritis terhadap bagaimana tentang transparansi pelayanan persampahan
belum menujukan sikap transparansi pihak kecamatan Rappocini dalam retribusi
pelayanan persampahan di lihat pada keterbukaan pada masyarakat terhadap

bagaimana penyelenggaraan, isi kebijakan yang legal, serta bagaimana hasil serta

pelayanan administratif dari sebual’ #ebijakan untuk para masyarakat sebagai

pesaerta kebijakan

- S MUH4
WP M,
3 {.o%:b i ‘FKASES,q 454,%?\ i suatu ukuran

4 o
, 5l \\\dlllhfﬂ‘

=i " \L)ﬂ I:lbﬂw

pihak-pihak yang berkepe meliputi: Pertama, terdiri dari
publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian
pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan
pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak berkepentingan

terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan

tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua di
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atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu
ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk
melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu
pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya
pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam masyarakat, yang p
peraturan perundang-und / \ aran dan kepatuhan masyarakat
dalam mematuhi ,L/’ w Mqu‘ \ pemahaman dari

pengaruhi efektivitas berlakunya suatu

Mereka hanya ahnya diangkut tanpa melihat
apakah yang melakukan itu dari Kecamatan Rappocini ataupun tidak. Selain itu,
menurut Bapak SD selaku warga kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini:

”Kalau warga di sini rata-rata membayar ji uang sampah di rumahnya

sekitar 16.000,- untuk satu bulan ada biasa datang kolektor menagih

uang sampah katanya orang dari kelurahan dan selalu jia ada mobil
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sampah atau motor tiga roda untuk angkut sampah. (hasil wawancara

SD tanggal 16 Aprril 2017 )
Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui dalam
praktiknya bahwa dalam retribusi pelayanan persampahan di kecamatan

Rappocini kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan aturan dan berdasarkan

kebijakan aparat pejabat dun kecamatan bahwa pelibatan
kelurahan serta uni Agan,_proporsinya  masing-masing.

Kemudian %\‘S 35;5 M U H(‘! ;i?‘\ appocini Kota Makassar
R\

p.Kp;SS,q'? <,
. o k’\d‘iﬁi{i’é o

conteT Ik diten _:T e e 05T | p - > sampai
DA p

SN L

i p tertib,

\a

ditetapkan dalam peraturan
daerah, hal ini belum sudah terlihat, namun masih kurangnya pemahaman
masyarakat untuk menganjurkan pihak kecamatan lebih tertib dalam pengelolaan
retribusi persampahan dengan memberikan bukti pelunasan atau pembayaran

retribusi persampahan bagi warga yang telah melakukan kewajibannya sebagai
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bentuk optimalisasi pelayanan terhadap komplain masyarakat apabila terjadi
sesuatu dan lain hal berikut penuturan Ibu DS selaku warga:

“Kalau masalah kwitansi pembayaran retribusi saya tidak pernah di
kasih proseduralnya ketika kolektor menagih uang sampah kami
membayar terus dicatat saja tanpa ada tanda bukti yang jelas. (Hasil
Wawancara dengan DS tanggal 16 april 2017)

Sependapat dengan penuturan iatas berikut pernyataan Bapak Wandi:
”Selama sampah dikelo q,,\ kecamatan saya tidak pernah diberikan
kwitansi beda wak 3 kebersman saya dapat ji kwitansi

pembayaran yan -"/ masalah kualitas lebih bagus

\J g
WKU“ ﬂj.”"“ KB %ﬂ
\Jr ﬂ’”{l}!“\\ .

e?

dakan seseorang atau
sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalan retribusi pelayanan
persampahan yang dilakasanakan oleh pihak pemerintah kecamatan Rappocini
kota Makassarselaku implementor kebijakan seperti yang telah di utarakan oleh
peneliti sebelumnya dalam aspek akuntabilaitas terlah berjalan sesuai dengan

prosedur namun belum bisa berjalan dengan efektif
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Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan secara prosuderal pihak
kelurahan telah memberikan pertanggungjawaban setoran kepada pihak
Kecamatan Rappocini dan pihak kecamatan telah memberikan laporan serta
setoran kepada pihak dinas pendapatan daerah kota makassar. Secara angka

dibandingkan dengan Kecamatan Rappocini merupakan penghasil retribusi

pelayanan persampahan yang terbapat dibuktikan dari melebihnya
target pendapatan retribus /
?,q MU H q :\ sapa rencana tata ruang

Hal ini teriat ”
wilayah / KA S ?‘q 4., \ a kawasan

\\dmhf//
'S ..-"

wu

Partisipasi adalah proses-keiika waiga-sebagai individu maupun kelompok
sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung
mempengaruhi kehiduapan mereka. tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat
mempunyai sifat sangat penting. pertama partispasi masyarakat merupakan suatu

alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap
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masyarakat Tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan
gagal.

Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek
atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan

akan mempunyai rasa *:..- poyek tersebut. Alasan ketiga yang
mendorong adanya partisigps karena timbul anggapan
03 m dilibatkan dalam

Rappocini

partisipatif

51 kebersihan dan
ah dan tokoh-tokoh
g-peraturan-daeiah-mengenai retribusi sampah setelah
itu kita kembalikan kepada mereka untuk mensosialisasikan sendiri dan
sampai sekarang masyrakat masih selalu berpartisipasi dalam kegiatan
pembinaan kebersihan untuk lingkungan mereka masing-masing. ( hasil
wawancara AH tanggal 23 april 2017)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementasi

retribusi pelayanan persamapahan yang dilakukan oleh kecamatan Rappocini telah

berjalan dengan baik dengan melihat tingginya tingkat partisipasi masyrakat yang
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membayar biaya retribusi pelayanan persampahan di kawasan pemukiman warga
masing-masing sependapat dengan pernyataan ibu dari IM sebagai berikut:
“Selama pemungutan sampah dikelolah sama pihak kecamatan itu lebih
bagus warga sekitar sini pun tambah banyak ikut membayar karena
sudah terjadwal setiap sehari-sekali”(Hasil wawancara dengan IM 27
April 2017)
Berdasarkan hasil wawancara (diri informan diats dapat diketahui bahwa

partisipasi warga dalam pelayan ;--“'/\-‘m:-. cukup baik namun berdasarkan

r GRS MUty
'...u A AT a { n sampah yang
\"'3.!“'-*:. " ‘1,1' \’ warga

masing-masing harusnya pihak kecamatan memberikan solusi untuk warga-warga
yang tidak membayar retribusi persampahan agar pelayanan dapat bisa berjalan
secara tanpa terkecuali.

Partisipatif merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan
dikutsertakan  atau ambil bagian dalam krgiatan suatu organisasi .Dalam

pelaksanaan kebijakan publik harus ada sebuah ransangan dari pemerintah agar
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masyarakat dalam keikutsertaanya memiliki motivasi. Berdasarkan hasil observasi
dan pengamatan peneliti di lapangan ditemukan dalam partisipatif pihak
kecamatan Rappocini haruslah memberikan stimulus yang lebih baik dengan
berupa inovasi dalam retribusi pelayanan persampahan dengan memberikan
layanan cepat tanggap.

Meski partisipasi masya ini telah menujukkan indikasi yang baik

namun untuk menj

nihhak pemerintah kecamatan

aga e
; G P MUK~ 4 fu\_ .
9

=9

etribusi persampahan diketahui

dari lurah kelurahan Minasa Upa bahwa :

“Mengenai jumlah personil kita dilapangan itu sudah belum memadai,
dimana jumlah kolektor yang bertugas untuk melakukan pemungutan
retribusi di lapangan diambil dari kelurahan dan kita selalu melibatkan
pihak RT/RW dalam pelaksanaan serta menampung keluhan
masyarakat terkait dengan masalah iuran sampah. ( Hasil wawancara
FR tanggal 24 april 2017)



62

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat dikethui
mengenai sumber daya dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan di
kecamatan Rappocini sudah cukup memadai dengan diaktifkannya kolektor
penagihan retribusi maupun tenaga yang melakukan pemungutan sampah yang

diambil dari setiap kelurahan dibandingkan dengan pengeloaan persampahan

Dalam standar Kerja*» ary aswpekerjaan, kewajiban,
SV KA AN

S YA GaRibe o{) an. Agar berdaya
7

A

yuatkan suatu
2 dari rumah ke

50 unit motor tiga

2fgan jumlah volume

pa itu lebih banyak
kerahkaii.da selalu dibantu juga dengan unit-unit

hasil pemberdayaan masyarakat dari kegiatan lorong garden. ( wawancara

AH tanggal 25 Maret 2017)

Dapat disimpulkan dari informan diatas bahwa.bahwa dalam sumber daya

pengelolaan pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini sudah cukup
memadai dimana setiap kelurahan diberikan satu unit dum truck, satu unit mobil
tangkasaki dan ada sekitar 2 sampai 3 unit motor tiga roda untuk mengangkut

sampah warga sependapat dengan penuturan lurah gunung sari bahwa :
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“Terkadang juga kolektor kualahan dalam melakukan penagihan ini
karena banyak dari wilayah-wilayah yang mereka harus datangi untuk
melakukan penagihan. Nah ini biasanya membuat kolektor agak
terhambat untuk melakukan penyetoran karena waktu mereka yang
habis dijalan apalagi dengan warga yang selalu rumah dengan keadaan
tertutup karena kesibukan . (wawancara AE tanggal24 april 2017)

Setelah dikonfirmasi oleh salah seorang kolektor persampahan ia

mengatakan bahwa :

“Saya rasa waktu yand “smelakukan penagihan dilapangan itu
cukup namun,.se da

da dirumah sehingga itu

engan SR tanggal
it Wa -
‘O
s

nahan  Kota

utan retribusi

keuangan kecamatan Rappo

“Pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di kecamatan selama
ini kolektor yang dari kelurahan pemungut retribusi mendatangi
langsung para wajib retribusi, dan bukti pembayaran ada di buatkan
,0leh kecamatan dan langsung di serahkan ke kelurahan, sebenarnya di
bayar itu di 32 ribu tapi karena kebijakan pimpinan sehingga 16 ribu
warga yg di bayar dan ada kwatansi yg di berikan kalau mereka
membayar . ( Hasil wawancara MD 23 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala seksi keuangan Kecamatan

Rappocini diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan telah
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berjalan sesuai dengan aturan dimana pihak kecamatan memberikan penagihan
kepada pihak kelurahan dengan pemberian karcis atau surat alat tagih dari
kecamatan ke masing-masing kelurahan namun tidk tiberikan kepada wajib
retribusi Dan kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa:
“Proses pembayaran retribusi selama ini yang kami lakukan sangatlah
mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi

kerumahrumah atau to menagih sesuai dengan menggunakan
surat alat tagih tapi.s enagi saya tidak perna diberi

karcis untuk w .-' bayar (Hasil wawancara

SR 23 Ap 5
Berdas n’f (s "* L\ ﬂ ‘."‘lu bahwa dari sudut
PN‘ 4 "4

V¢ ..?' w
\I.,Aiw
l,; Nfﬁ it _!"F ‘;‘:ﬁ,{ .

hisa dibilang

‘:.EI] .‘J"- Ud

L

tiap bulan
saya bayar

karcis atau surat alat tagih kepada wajib retribusi. Dan dengan menggunakan
karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya,
sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyetornya
kebendahara namun terkait karcis ataupun kwitansi penulis belum dapat alasan

mengapa kercis belum dibagikan.
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Berdasarkan tinjauan teoritis manajemen sumber daya didefinisikan
sebagai suatu perencanaan, pemgorganisasian pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengadaan pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,
pemeliharaandan pemisahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam
implementasi  kebijakan retribusi pelayanan pwersampahan yang telah
dilaksanakan oleh pihak kecamata
Setelah pemidah tuga -/
Makassarya ﬂ ?('\:g“ﬂ

i
4 \i

pocini telah berjalan sesuai dengan aturan.

ihan dan pertamanan kota

(AL

lah
g m..ﬂ'im/ n
..’r““'%' ' l;l’:&;, P #- 83 aK tempat

¢/ "*-5‘

Kinerja pemerintah kecamata 5O i S diharapkan pihak kecamatan
Rappocini mampu mendisiplinkan hal tersebut atau memberikan solusi lain agar
masyarakat dapat diberikan layanan yang lebih baik mengingat kecamatan
Rappocini sendiri merupakan penghasil retribusi pelayanan persampahan di kota

Makassardengan pendapatan terbesar.
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b. Struktur Birokrasi
Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya
manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar
pekerjaan rapi dan lancar Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan
pemungutan, seperti sumber daya mahisia yaitu petugas pemungut dan pengawas,
metode yaitu cara yang -.-/ \"u, annya, standar kerja petugas
serta sarana dan_p ~/ P;ﬁ' M J "1{4 rsebut merupakan unsur-
unsur yang .g(; \&P“KASSI.Q 4, mpahan.
Q!Fny/; R
“-‘u

or kami di bagi
antu kami dalam
engetahui dengan
amun saya berharap

A& o a wilayah yang kita jangkau ini
cukup luas. (wawancara AE 24 Apr|I 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas diketahu rata-rata
setiap kelurahan diberkan 4 sampai 5 orang sebagai kolektor yang bertugas untuk
menagih iuran retribusi sampah yang dilaksanakan kecamatan Rappocini
tergantung seberapa luas area wilayah kelurahan Selanjutnya pendapat dari bapak

SR sebagai kolektor bahwa:
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“Saya sendiri bertugas di wilayah gunung sari yang saya tagih itu
dijalanjalan poros dengan perumahan Berbicara mengenai tarif itu
tidaklah menjadi masalah alasannya terkadang saya sendiri yang tidak
melakukan yang ada di Perda, karena melihat kondisi warga, misalnya
toko. Ada toko yang redup dan ada toko yang istilahnya pembelinya
cukup banyak. Jadi saya lakukan subsidi silang, misalnya took yang
redup ini tagihannya mungkin 25.000 ribu trus toko yang banyak
pembelinya 40.000 ribu lagi pula atasan juga bilang nda apa-apa
kolektor menganalisa serta menarik tarif berdasarkan hasil pengamatan
dan besaran volume sampah tapi kalau rumah rata 16.000 per kubik
.(Wawancara SR25 Mare
Berdasarkan hasil wawz / ™ bapak SR diketahui bahwa mengenai

? b HIUH japan maupun lokasi wajib
retribusi olel @ﬁhmg .rA
W/ & WX

rat thlllti’ﬁudj/. Al
W# . -.,»f"’/ .
ISV If 356 JA ; ah, @

tentang penentuan

layanannya
alam lah

berdasarkan otc
c¢. Komunikasi

Komunikaisi bentuk pertukaran antara pesan antara unit-unit komunikasi
yang berasa dalam organisasi tertentu organisasi sendiri terdiri dari unit-unit
komunikasi dalam hubungan-hubungan hirarki antara satu dengan yang lainnya

dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan
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manusua sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan dan
bertindak atas informasi.

Di dalam organisasi , pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena
disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari

manusia-manusia itu sendiri. Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua

apai sasaran sesuai dengan perencanaan

Adapun be 1/-‘1;?1,5 MUHA w.seksi kebersihan dan
W 22\ W KASS . Y, iy
G

o= \\i‘i"ﬁf o
.:: ﬁ.“'\b‘\ﬁ aﬂwd;l/v? .

S

kepala seksi

' ondatar Kami menanyakan bagaimana
pelayanan dilakukan oIeh petugas kaml jangan sampai ada masalah apa
yang menjadi keluhan warga serta bagaimana saran terkait peningkatan
pelayanan serta srana dn prasarana. (wawancara AE 25 Maret 2017).
Membenarkan pernyataan kepala seksi kebersihan dan pertamanan
kecamatan Rappocini dan lurah gunung sari kolektor menurut bapak SR

mengatakan bahwa :
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“sejauh ini selama saya jadi kolektor kalau soal komunikasi saya rasa
tidak ada kendala semua sudah bagus atasan selalu mengarahkan dan
memotivasi dan respon warga juga cukup baik. ( wawancara SR tanggal

24 April 2017)
Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat diketahu bahwa
komunikasi unit-unit organisasi telah berjalan dengan baik dari kecamatan,

kelurahan, kolektor, petugas lapangan,serta warga wajib retribusi.

d. Disposisi (Sikap)

p;‘a Wil A, N juga menjadi faktor
QQ" PsKA 3 "‘4
":kl

> i : \\gt‘l i'ﬁgﬁ(/
Wi orr

e

U=iisfs
g-derngan partisipasi masyarakat yang
tentu baik pula. (Ha5|l Wawancara AH pada tanggal 25 Maret 2017)

Senada dengan penuturan informan diatas berikut penuturan kepala seksi
pengelolaan kebersihan dan pertamanan kelurahan banta-bantaeng

“Petugas penarik iuran dengan petugas pengangkut sampah telah

melakukan tugasnya dengan baik dan seiring berjalannya waktu

masyarakat juga mulai memperbaiki pola kebiasaan mereka membuang

sampah. (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 27 maret 2017)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
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”Respon pegawai sangat baik kalau ada tugas untuk melaksanakan
pekerjaan segera cepat-cepat mereka melaksanakan dan selama ini
tanggapan pegawai terhadap tugas yang diberikan sama mereka baguk
dek tidak ada ji juga pernah complain. (hasil wawancara dengan AH
pada tanggal 25 maret 2017)
Hal senada diungka kait sikap para aparat ataupun petugas
terkait reribusi pelayanan.s \ an Rappocini kota makassar:
A / .—LS MUHJ‘!;M.\V a=masing berbeda- beda

a.-...

03 F ‘.\% i, u u
s d‘\p}?\r’*S EPPCIR 2 e

. W erbeda yah
= \\dﬂih /i ‘ e 5 ggal 24
k ///‘:W e =

- ij
Lo N e
s S

™ v['ﬂ! . I‘
3

pegawai membutuhkan bimbingan teknis untuk dapat lebih mengasah kemampuan

dan pengetahuannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Efektifitas Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan haruslah memiliki dampak

yang nyata terhadap pemberi dan penerima kebijakan dalam retribusi pelayanan
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persampahan di kecamatan Rappocini kota Makassarberdasarkan peraturan
walikota Makassarnomor 11 tahun 2011 yang telah penulis bahas pada
pembahasan sebelumnya berikut hasil beberapa wawancara terkait implementasi
kebijakan perwali nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan pada wilayah kecamatan Rappocini kota Makassar:

ayassudah puas dengan pelayanan kebersihan
yang di sediakan kee#fi ~- tarifnya juga tidak memberatkan
i D'pada tanggal 16 april 2017)

"

rl':- \\
o e S .
d —f‘l:;-u..;,;;.-a.fn,u an-Papak : n bapak
SF L %'A’ "\‘S.‘w::-"

o
t"‘:? an kehe . adiakan oleh

JLid

persampahan yang selama atan Rappocini kota makassar.
selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan secara menyuluruh dengan
membandingkan antara realita dengan bentuk idealnya mengenai pengelolaan
sampah agar menjadi lebih efektif akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 efektifitas implementasi retribusi pelayanan persampahan

Indikator Realita Ideal Keterangan
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Indikator
pelayanan
persampah

an

Transparansi

.::;‘\h :&m‘h&;f/

peng *3_;,“1‘;.;}

kurangnya
keterbukaan
publik hasil dari
pihak pengelolah

persampahan di

yang telah
membayar biaya
retribusi  yang
harusnya

diberikan

Surat  Setoran
Retribusi
Daerah  yang
selanjutnya
disingkat

SSRD adalah

Daerah

melalui tempat
pembayaran
yang ditunjuk

oleh Walikota
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sebagai  tanda
bukti

administratif

Akuntabilitas

sudah  berjalan | -

sesuai  dengan

masing-masing.

Partisipatif

implementasi
retribusi

pelayanan
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persamapahan yang
dilakukan oleh
kecamatan

Rappocini telah

berjalan dengan

e i!ir g

".&\‘\1\111!“_':{!/1/: Y.
;JE,_ ;ﬂ'-'.:‘d (TF j-l-
..H ‘\';-;.,#' ﬁé_%i?-f/ .

o?

mempenga

ruhi
yang cukup
memadai
Struktur Telah  berjalan
Birokrasi dengan baik

dimana  setiap
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unit telah
diberikan
kewenangan

berdasarkan

otoritas masiing-

retribusi
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Disposisi bahwa

(sikap) komunikasi unit-
unit  organisasi
telah  berjalan

dengan baik dari

namun masih diperlukannya~beberapa perbaikan terkait aspek adninistratif dan

keterbukaan publik seperti apa yang telah dijelaskan oleh peneliti dari indikoator-
indikator sebelumnya bahwa dalam mendukung terciptanya pelayanan publik
yang sehat harus memenuhuhi beberapa aspek termasuk aspek keterbukaan publik

berupa transparansi dan akuntabilitas para penyedia layan tersebut agar
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terciptanya kondisi harmonis antara penyedia layanan dan penerima layanan dapat
memberikan kepercayaan.

Kurang tertibnya pihak kecamatan Rappocini kota Makassar dalam
memberikan pelayanan pada program retribusi pelayanan persampahan dengan

tidak diberikanannya tanda bukti administratif menjadikan impelementasi

kebijakan retribusi pelayanaenjadi point yang minus dimana

e
-

'..F 1Y ';.

D

mengkomparasikan bagaimana kualitas layan dari 4 kelurahan yang ada di

kecamatan Rappocini untuk mengukur sejauh mana kelurahan mampu mengelolah
dan menjalankan kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang dahulu
merupakan tanggung jawab dari pihak dinas kebersihan dan pertamanan kota

makassar.
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Konmparasi bagaimana hasil dari program dari kebijakan retribusi
pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini kota Makassar berdasakan hasil
yang ditemukan oleh peneliti menerangkan tentang bagaimana keberhasilan
program dalam melaksanakan retribusi. Sebagaimana yang telah dikemukakan

dari pembahasana maka kali pembahasan kali ini tentang bagaimana prosesi

i %atu kelurahan yang berada pada
J:‘Jf\ dalam operasional
<,

-
'--F'V_‘]‘ﬂ - a0 “V?:fﬁ e giclile
PRt i wilay s

b....

operasional 1 d A dangan 6 unit dengan
kondisi baik. Dengan rute perum faisal, jalan faisal raya jalan parande jalan
banta-bantaeng dan jalan landak dengan rotasi pengangkutan arus bolak-balik
sekitar 4 jam dengan total volume 14,63 m® perhari.

Kelurahan minasa Upa merupakan pecahan kelurahan gunung sari yang

berdiri sejak 29 desember 2016 dengan memiliki 40032 jiwa penduduk memiliki
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12 unit nomor 3 roda dan 1 unit dum truk dengan plat nomor DD 8268 A dengan

kondisi baik memiliki rute poros Minasa Upa, Minasa Upa Blok K.L,M,N.

Dengan arus waktu pengankutan 4, 5 jam dengan total volume 18.62 m? perhari.
Berdasarkan hasil observasi peneneliti ditemukan pada bentuk dampak

sosial secara pemberdayaan secara struktutural masih belum bisanya terberdaya

tenaga-tenaga yang tidak meiliki perAghasilan yang berasal dari pihak kecamatan
Rappocini dalam aktivitas / Jersampahan hal ini disebabkan
porsonel yang di -G:phﬁ’ MU Hq:.\» aR,_sampah merupakan
orang-ora 6 7k i

YOKASS Ay,
, . R i\\\d‘ &rfﬁ

R 1 '1‘. “\ano: 'FETJQ :"57 ;‘
P 5

ek

» helaksanaan
,1' / 0 i

pengembangan arusnya Pemerintah Kecamatan,
Kelurahan, RT dan RW aktif mensosialisasikan Retribusi pelayanan persampahan
langsung ke rumah-rumah warga. Tidak hanya pada pertemuan formal atau
diumumkan di masjid-masjid. Selain itu penyebaran brosur sangat dibutuhkan

agar masyarakat dapat memahami manfaat dari Retribusi pelayanan persamoahan.
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Selain itu penggunaan jargon makassar tidak rantasa sebagai suatu iconic
yang mendukung program retrtibusi pelayanan persampahan juga belum secara
maksimal merubah pola pikir masyarakat. Dalam pengembangan konsensus hal
yang dilakukan belum berjalan baik. Sebagai contoh untuk meningkatkan

konsensus maka digunakan pembagian wilayah binaan. Inilah yang dapat

1\\\‘?:1:.?

“p_— "_q_‘,.,‘“' Hike =
b AN
VIR

o
tapirs

seharusnya berperan
efektif. Jadi secara keseluruhan Program retribusi pelayanan persampahan belum

terintegrasi secara efektif.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rappocini

Kota Makassar maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasi penelitian

yaitu :
1. Penarikan ibusi =0 salyan/kebersinan di  Kecamatan
Rappocini Kita P"" MUH{a;If\ al ini dibuktikan bahwa
(PEASS S “\_

o= \\‘“I'hf

' K '-Y Al ' ) l‘l atipe O ¢
PR """" ¢ i"l -
J El‘tj r - f

pengelolaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan rappocini

Kota Makassar Mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan
Persampahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, maka dari itu peneliti

menyarankan:
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1. Kepada pihak Pemerintah Daerah kota Makassar untuk mengkaji kembali
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan.
Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan

pemungutan retribusi agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindak

lanjuti dan Pihak kerahan harus memberikan bukti
Administratif terhadap

g, telah membayar kewajiban

[ ] .
2. a "-—“T‘ OSiig
Ly N
) (W %"

menghambat keberhasilan program dalam menjalankan kebijakan untuk

kepentingan publik.
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